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BAB V

PENUTUP

Simpulan

Susunan dan posisi pemerintahan daerah tersebut juga menggambarkan
hubungan di antara pemerintahan daerah, yang dalam konteks Indonesia,
adalah hubungan antara Unit Dasar (kabupaten/kota) dan Unit Antara
(provinsi). Selama ini konsep tentang unit dasar dan unit antara ini masih
ambigu dalam tataran pelaksanaannya. Padahal penegasan konsep tersebut
merupakan sebuah prasyarat untuk membentuk sistem pemerintah daerah
yang baik.

Pola pemilihan kepemimpinan dalam satu paket tetapi berasal dari unsur
partai terbukti menimbulkan rivalitas. Di tingkat daerah rivalitas kepala
daerah dan wakilnya tak dapat dipungkiri bahwa banyak hubungan kepala
daerah dan wakilnya tidak harmonis.

Perlu mempertimbangkan kedudukan wakil kepala daerah. Dalam UUD
NRI 1945 tidak pernah disebut secara eksplisit tentang keberadaan wakil
kepala daerah. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan metode
pengangkatan wakil kepala daerah yang akan diatur dengan suatu undang-

undang khusus
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Harus diamandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah daerah yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan tugas
wakil kepala daerah.

Calon wakil kepala daerah ditentukan oleh calon kepala daerah
terlepas dari pengaruh parpol. Parpol atau gabungan parpol hanya
dapat mengajukan seorang calon kepala daerah kepada KPU provinsi
atau KPU kabupaten/kota. Dua ketentuan perlu diberlakukan pada
pengajuan calon ini.

Undang-undang tentang pemilihan gubernur dan bupati/walikota
sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum untuk

mewujudkan pemerintah daerah yang efektif.
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